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1) Berdasarkan usulan dari pelaku usaha dan atau anggota Dewan
Pengurus Kadin Indonesia, yang dituangkan dalam proposal dan
disetujui oleh Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang terkait;

2) Calon pengurus Yayasan adalah anggota Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, serta dapat ditambah unsur dari pengurus ALB Kadin,
Pemerintah, lembaga/ perseorangan yang secara profesional memiliki
referensi atau keahlian yang dibutuhkan;

3) Disetujui dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

4) Ketentuan dalam pembuatan akta pendirian:

a. Kadin Indonesia secara kelembagaan bertindak sebagai pendiri;

b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Indonesia secara ex officio
adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan;

c. Wakil Ketua Kadin Indonesia dan atau Anggota Dewan Pengurus
Kadin Indonesia lainnya secara ex officia dapat ditetapkan sebagai
Ketua/ anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pembina Yayasan;

2.4.4. Masa jabatan kepengurusan Yayasan dievaluasi setiap awal masa
jabatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

2.4.5. Yayasan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia,

. dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa
kepengurusannya;

2.4.6. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila
kepengurusan Yayasan dinilai tidak menjalankan fungsi dan tugasnya
dengan baik;

2.4.7. Setiap Yayasan wajib menyampaikan rencana kerja tahunan dan laporan
pelaksanaannya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia paling sedikit
dua kali dalam setahun;

2.4.8. Pengelolaan keuangan Yayasan dilakukan berdasarkan pedoman
perbendaharaan/ keuangan Kadin Indonesia;

2.4.9. Segala pungutan atau pembebanan biaya kegiatan Yayasan yang
ditujukan kepada pelaku usaha dan atau pihak-pihak eksternal waijib
memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

2.4.10.Yayasan tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan bisnis seperti
pemberian keterangan dan atau penerbitan dokumen-dokumen bisnis

(SKA, surat keterangan asal barang, dan lainnya) yang dapat digunakan

sebagai alat transaksi perdagangan;

. 2.4.11. Kesekretariatan Yayasan diselenggarakan secara terpisah, tetapi wajib
melakukan hubungan kerja/ koordinasi dengan Sekretariat Kadin
Indonesia sesuai pedoman tata hubungan kerja;

2.4.12. Status independensi Yayasan dalam pembuatan keputusannya karena
harus memenuhi prinsip imparsialitas dan keadilan ditetapkan oleh
Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan tujuan, sifat dan lingkup
fungsi dan tugas yang diamanatkan.

3. PEMBENTUKAN PANITIA DAN KOMITE KHUSUS AD HOC
3.1. PANITIA AD HOC
3.1.1. Tujuan: Pedoman pembentukan Panitia ad hoc ditujukan agar
implementasi fungsi, tugas, kegiatan tertenty Kadin Indonesia yang
membutuhkan penanganan segera dan bersifat teknis dalam jangka
waktu paling lama enam bulan.
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3.2.
o

3.1.2.

Pembentukan Panitia ad hoc harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut: -

1) Merupakan bagian dari rencana tindak dari rencana kerja tahunan,
atau merupakan usulan dari anggota - Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, yang dituangkan dalam proposal dan disetujui oleh Wakil
Ketua Kadin Indonesia terkait;

2) Calon pengurus Panitia ad hoc adalah anggota Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, serta dapat ditambah unsur dari lembaga/ perseorangan
yang secara profesional memiliki referensi atau keahlian yang
dibutuhkan;

. Masa jabatan kepengurusan Panitia ad hoc paling lama enam bulan;
. Panitia  ad hoc bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin

Indonesia, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada
akhir masa kepengurusannya.

-5. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila

kepengurusan Panitia ad hoc dinilai tidak menjalankan fungsi dan
tugasnya dengan baik;

- Setiap Panitia ad hoc wajib menyampaikan rencana kerja paling lambat

satu bulan sesudah pengangkatannya, dan laporan pelaksanaan kegiatan
paling lama tiga bulan setelah masa jabatannya berakhir kepada Dewan
Pengurus Kadin Indonesia;

- Pengelolaan keuangan Panitia ad hoc dilakukan berdasarkan pedoman

perbendaharaan/ keuangan Kadin Indonesia;

. Segala pungutan atau pembebanan biaya kegiatan Panitia ad hoc yang

ditujukan kepada pelaku usaha dan atau pihak-pihak eksternal wajib
memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

- Panitia ad hoc tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan bisnis

seperti pemberian keterangan dan atau penerbitan dokumen-dokumen
bisnis (SKA, surat keterangan asal barang, dan lainnya) yang dapat
digunakan sebagai alat transaksi perdagangan;

3.1.10. Kesekretariatan Panitia ad hoc diselenggarakan secara menyatu dengan

Sekretariat Kadin Indonesia, tetapi dengan pengelolaan administrasi yang
terpisah.

KOMITE KHUSUS AD HOC
3.2.1. Tujuan: Pedoman pembentukan Komite Khusus ad hoc ditujukan agar

3.2.2

implementasi fungsi, tugas, kegiatan tertentu Kadin Indonesia yang

membutuhkan penanganan segera secara lintas komite/ kelompok kerja

terhadap permasalahan tertentu dalam jangka waktu paling lama enam
bulan.

Pembentukan Komite Khusus ad hoc harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

1) Merupakan usulan dari pelaku usaha dan atau anggota Dewan
Pengurus Kadin Indonesia, yang dituangkan dalam proposal dan
disetujui oleh Wakil Ketua Kadin Indonesia terkait;

2) Calon pengurus Komite Khusus ad hoc adalah anggota Dewan
Pengurus Kadin Indonesia, serta dapat ditambah unsur dari pengurus
ALB Kadin, Pemerintah, lembaga/ perseorangan yang secara
profesional memiliki referensi atau keahlian yang dibutuhkan;

o
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3.2.3. Masa jabatan kepengurusan Komite Khusus ad hoc paling lama enam
bulan; -

3.2.4. Komite Khusus ad hoc bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada
akhir masa kepengurusannya.

3.2.5. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila
kepengurusan Komite Khusus ad hoc dinilai tidak menjalankan fungsi
dan tugasnya dengan baik;

3.2.6. Setiap Komite Khusus ad hoc wajib menyampaikan rencana kerja paling
lambat satu bulan setelah pengangkatannya, dan laporan pelaksanaan
kegiatan paling lambat tiga bulan setelah masa jabatannya berakhir
kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

3.2.7. Pengelolaan keuangan Komite Khusus ad hoc dilakukan berdasarkan
pedoman perbendaharaan/ keuangan Kadin Indonesia;

3.2.8. Segala pungutan atau pembebanan biaya kegiatan Komite Khusus ad hoc
yang ditujukan kepada pelaku usaha dan atau pihak-pihak eksternal waijib
memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

3.2.9. Komite Khusus ad hoc tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan
bisnis seperti pemberian keterangan dan atau penerbitan dokumen-
dokumen bisnis (SKA, surat keterangan asal barang, dan lainnya) yang
dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan;

3.2.10. Kesekretariatan Komite Khusus ad hoc diselenggarakan secara menyatu
dengan Sekretariat Kadin Indonesia, tetapi dengan pengelolaan
administrasi yang terpisah.

4. PENGANGKATAN PENASEHAT-PENASEHAT AHLI

4.1

4.2,

4.3.
4.4.

4.5,

Tujuan: Pedoman pengangkatan Penasehat-Penasehat Ahli ditujukan agar
implementasi fungsi, tugas, kegiatan tertentu Kadin Indonesia, khususnya tugas
Ketua Umum dan bidang yang menjadi lingkup tanggungjawab/ koordinasi para
Wakil Ketua Umum membutuhkan dukungan penasehat ahli yang bekerja secara
tetap atau dalam masa tertentu;

Pengangkatan Penasehat-Penasehat Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

1) Merupakan usulan dari anggota Dewan Pengurus Kadin Indonesia,
yang dituangkan dalam proposal dan disetujui oleh Ketua Umum dan
Wakil Ketua Kadin Indonesia terkait;

2) Calon Penasehat-Penasehat Ahli adalah seseorang berdasarkan latar
belakang pendidikan dan atau pengalamannya dinilai memiliki
keahlian tertentu, yang dibutuhkan sebagaimana disebut pada butir
4.1,;

3) Dewan Pengurus Kadin Indonesia menetapkan pengangkatan
Penasehat-Penasehat Ahli dimaksud;

Masa jabatan Penasehat-Penasehat Ahli sesuai dengan kebutuhan;
Penasehat-Penasehat Ahli bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, dan waijib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir
masa jabatannya;

Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila

Penasehat-Penasehat Ahli dinilai tidak menjalankan' fungsi dan tugasnya dengan
baik;
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4.6, Setiap Penasehat-Penasehat Ahli wajib menyampaikan rencana kerja paling
lambat satu minggu sesudah pengangkatannya, dan laporan pelaksanaan
kegiatan paling lama satu bulan setelah masa jabatannya berakhir kepada
Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

4.7. Pembiayaan keuangan Penasehat-Penasehat Ahli menjadi beban anggaran
pembiayaan rencana kerja Kadin Indonesia, dan dilakukan berdasarkan pedoman
perbendaharaan/ keuangan Kadin Indonesia;

4.8, Kesekretariatan Penasehat-Penasehat Ahli diselenggarakan secara menyatu
dengan Sekretariat Kadin Indonesia.

5. AKUNTABILITAS PUBLIK

7.1. Seluruh badan aparat organisasi, panitia dan komite khusus ad hoc wajib
memperkuat kedudukan Kadin Indonesia sebagai lembaga publik yang
berkewajiban memberikan akuntabilitas publik;

7.2. Kewajiban yang dimaksud pada butir 5.1. antara lain berupa pembuatan laporan
dan informasi penting yang layak diketahui publik, serta pemuatannya paling
sedikit melalui situs web Kadin Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Kadin

. Indonesia;
7.3. Badan aparat organisasi dapat membuat situs web sendiri dengan

memanfaatkan fasilitas pada Kadin Hosting yang dikelola sekretariat Kadin
Indonesia.

DITETAPKANDI: JAKARTA
PADA TANGGAL : 3/ Maret 2005
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDO

MOHAMAD S. HIDAYAT

oot
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KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry
Menara Kadin indonesia 29 fi, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274484,.5274485 Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor : Skep/ Q3 F/DP/11/2005

Tentang

PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN-BADAN APARAT ORGANISASI, PANITIA

DAN KOMITE-KOMITE KHUSUS YANG BERSIFAT AD HOC

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi
Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Indonesia berwewenang
membentuk badan-badan aparat organisasi, panitia dan komite-
komite khusus yang bersifat ad hoc ;

b. bahwa oleh karena itu, dianggap perlu adanya satu pedoman
pembentukan badan-badan aparat organisasi, panitia dan komite--
komite khusus yang bersifat ad hoc Kadin Indonesia yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembentukan
badan-badan aparat organisasi, panitia dan komite-komite khusus
yang bersifat ad hoc Kadin indonesia dimaksud yang beriaku bagi
organisasi Kadin Indonesia ;

c. bahwa untuk itu, periu ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Pengurus Kadin indonesia.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Kamar Dagang dan Industri ;

2. Keputusan Presiden R.! Nomor 14 Tahun 2004 tentang
Persetujuan Perubashan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Kamar Dagang dan Industri ;

Hasil Keputusan Rapimnas Kadin 2005 tanggal 3-4 Februari 2005 di
Jakarta.
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\MAR DAGANG DAN INDUSTR! INDONESIA
onesian Chamber of Commerce & Industry)

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

-

NON

MEMUTUSKAN

Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia
tentang Pedoman pembentukan padan-badan aparat organisasi,
panitia dan komite-komite khusus yang persifat ad hoc Kadin
Indonesia.

Menetapkan Pedoman pembentukan badan-badan aparat organisasi,
panitia dan komite-komite khusus yang persifat ad hoc Kadin
Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

Pedoman pembentukan padan-badan aparat organisasi, panitia dan
komite-komite khusus yang bersifat ad hoc Kadin Indonesia
sebagaimana dimaksud diktum Pertama merupakan Peraturan
Organisasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dapat
digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi Kadin Provinsi/
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam kegiatan sejenis dengan
penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan setempat.

Mencabut semua Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan
peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pedoman
pembentukan badan-badan aparat organisasi, panitia dan komite-
komite khusus yang pbersifat ad hoc Kadin Indonesia yang pernah
dikeluarkan sebelumnya.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur oleh
Dewan Pengurus Kadin indonesia dalam peraturan atau ketentuan
tersendiri.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Jakarta
Pada tanggal : 3/ Maret 2005

. Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indpnesi

Ketua Umum

» Mohamad S. Hidayat

Tembusan Kepada Yih. :

"~ Dewan Pengurus Kadin Indonesia

Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia

" Ketua Umum Asosiasi/Himpunan Tingkat Nasional Anggota Kadin Indonesia

_ Direktur Eksekutif Kadin Indonesia

i
{
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LAMPIRAN SU RAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGUR

KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

NOMOR .SKEP/CL{Q /DP/111/2005
TANGGAL : 3/ Maret 2005

PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN-BADAN APARAT ORGANISASI KADIN;
PANITIA DAN KOMITE KHUSUS YANG BERSIFAT AD HOC; DAN
PENASEHAT-PENASEHAT AHLI

1. DASAR dan LINGKUP
1. Anggaran Dasar Kadin Pasal 1 Huruf e, Pasal 21 Ayat (7) Huruf b, Pasal 27 Ayat

(8) Huruf b, dan Pasal 30 Ayat (2) Huruf b;

Anggaran Dasar Kadin Pasal 21 Ayat (7) Huruf c., Pasal 27 ayat (8) huruf b;

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

. Anggaran Dasar Kadin Pasal 21 Ayat (7) Huruf c., Pasal 27 ayat (8) huruf b;

Anggaran Rumah Tangga Kadin Pasal 3;

Perangkat dan aparat Kadin Indonesia yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:

6.1. Dewan Pengurus Nasional (DPN),

6.2. Dewan Pertimbangan,

6.3. Badan Aparat Organisasi,

6.4. Panitia dan komite khusus ad hoc,

6.5. Penasehat ahli, kelompok-kelompok kerja,

7. Pedoman mencakup hal-hal mengenai Dasar dan Lingkup, Pembentukan Badan
Aparat Organisasi, Pembentukan Panitia dan Komite Khusus Ad Hoc, Pengangkatan
Penasehat-Penasehat Ahli, dan Akuntabilitas Publik.

anpwN

2. PEMBENTUKAN BADAN APARAT ORGANISASI

2.1. KOMITE LUAR NEGERI
2.1.1. Tujuan: Pedoman pembentukan Komite Luar Negeri ditujukan agar
implementasi fungsi dan tugas Kadin Indonesia dalam kegiatan
peningkatan hubungan ekonomi, industri, investasi dan perdagangan
internasional dapat dilaksanakan secara optimal menurut lingkup masing-
masing;
2.1.2. Penyebutan Komite Luar Negeri adalah Kadin Indonesia Komite (sebutan
negara mitra);
2.1.3. Komite Luar Negeri dapat terdiri dari gabungan beberapa Komite Luar
Negeri, yang selanjutnya disebut Kadin Indonesia Komite Regional
(sebutan kawasan/ wilayah ekonomi yang bersangkutan);
2.1.4. Pembentukan Komite Luar Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
X 1) Berdasarkan usulan dari pelaku usaha dan atau anggota Dewan
i@ Pengurus Kadin Indonesia, yang dituangkan dalam proposal dan
~ disetujui oleh Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Internasional;
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2.2,

2) Usulan tersebut wajib dilengkapi dengan MOU (Memorandum of
Understanding)/ kesepakatan bersama antara Kadin Indonesia
dengan pihak mitra terkait di negara yang bersangkutan;

3) Calon pengurus Komite Luar Negeri.adalah anggota Dewan Pengurus
Kadin Indonesia, serta dapat ditambah unsur dari pengurus ALB Kadin
Pemerintah, lembaga/ perseorangan yang secara profesional memiliki
referensi atau keahlian yang dibutuhkan;

3) Calon pengurus Komite Luar Negeri wajib memenuhi kriteria pelaku
usaha yang telah memiliki hubungan bisnis dengan pihak mitra terkait
di negara yang bersangkutan;

2.1.5. Masa jabatan kepengurusan Komite Luar Negeri sesuai dengan masa
jabatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang mengangkatnya;

2.1.6. Komite Luar Negeri bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada
akhir masa kepengurusannya;

2.1.7. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila
kepengurusan Komite Luar Negeri dinilai tidak menjalankan fungsi dan
tugasnya dengan baik;

2.1.8. Setiap Komite Luar Negeri wajib menyampaikan rencana kerja tahunan,
dan faporan pelaksanaannya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia
paling sedikit dua kali dalam setahun;

2.1.9. Pengelolaan keuangan Komite Luar Negeri dilakukan berdasarkan
pedoman perbendaharaan/ keuangan Kadin Indonesia;

2.1.10. Segala pungutan atau pembebanan biaya kegiatan Komite Luar Negeri i
yang ditujukan kepada pelaku usaha dan atau pihak-pihak eksternal wajib
memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

2.1.11. Komite Luar Negeri tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan bisnis
seperti pemberian keterangan dan atau penerbitan dokumen-dokumen
bisnis (SKA, surat keterangan asal barang, dan lainnya) yang dapat
digunakan sebagai alat transaksi perdagangan;

2.1.12, Kesekretariatan Komite Luar Negeri diselenggarakan secara terpisah,
tetapi wajib melakukan hubungan kerja/ koordinasi dengan Sekretariat
Kadin Indonesia sesuai pedoman tata hubungan kerja.

KOMITE KHUSUS ATAU TEKNIS

2.2.1. Tujuan: Pedoman pembentukan Komite Khusus atau Teknis ditujukan agar
implementasi fungsi dan tugas Kadin Indonesia tertentu yang
memerlukan penanganan khusus dan atau bersifat teknis dalam jangka
waktu setidaknya sama dengan periode kepengurusan Dewan Pengurus
Kadin Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal;

2.2.2. Pembentukan Komite Khusus atau Teknis harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1) Berdasarkan usulan dari pelaku usaha dan atau anggota Dewan
Pengurus Kadin Indonesia, yang dituangkan dalam proposal dan disetujui
oleh Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang terkait;
2) Calon pengurus Komite Khusus atau Teknis adalah anggota Dewan
Pengurus Kadin Indonesia, serta dapat ditambah unsur dari pengurus
ALB Kadin, Pemerintah, lembaga/ perseorangn yang secara profesional
memiliki referensi atau keahlian yang dibutuhkan;
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2.2.3. Masa jabatan kepengurusan Komite Khusus atau Teknis sesuai dengan
masa jabatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang mengangkatnya;

2.2.4. Komite Khusus atau Teknis bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus
Kadin Indonesia, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
pada akhir masa kepengurusannya.

2.2.5. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila
kepengurusan Komite Khusus atau Teknis dinilai tidak menjalankan fungsi §
dan tugasnya dengan baik; P

2.2.6. Setiap Komite Khusus atau Teknis wajib menyampaikan rencana kerja
tahunan dan laporan pelaksanaannya kepada Dewan Pengurus Kadin
Indonesia paling sedikit dua kali dalam setahun;

2.2.7. Pengelolaan keuangan Komite Khusus atau Teknis dilakukan berdasarkan
pedoman perbendaharaan/ keuangan Kadin Indonesia;

2.2.8. Segala pungutan atau pembebanan biaya kegiatan Komite Khusus atau
Teknis yang ditujukan kepada pelaku usaha dan atau pihak-pihak
eksternal wajib memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin
Indonesia;

2.2.9. Komite Khusus atau Teknis tidak diperbolehkan menyelenggarakan
layanan bisnis seperti pemberian keterangan dan atau penerbitan
dokumen-dokumen bisnis (SKA, surat keterangan asal barang, dan
lainnya) yang dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan;

2.2.10. Kesekretariatan Komite Khusus atau Teknis diselenggarakan secara
terpisah, tetapi wajib melakukan hubungan kerja/ koordinasi dengan
Sekretariat Kadin Indonesia sesuai pedoman tata hubungan kerja.

2.3.BADAN atau LEMBAGA
2.3.1. Tujuan: Pedoman pembentukan Badan atau Lembaga ditujukan agar
implementasi fungsi dan tugas Kadin Indonesia tertentu yang
membutuhkan penanganan tertsendiri secara tetap dan terus-menerus
dalam jangka waktu setidaknya sama dengan periode kepengurusan
Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat dilaksanakan secara optimal;
2.3.2. Fungsi dan tugas tertentu tersebut dapat berupa kegiatan-kegiatan:

1) penelitian, pengkajian dan’pengembangan ekonomi untuk mendukung
fungsi dan tugas Kadin sebagai mitra Pemerintah dalam
pengembangan ekonomi dan dunia usaha nasional; atau

2) pendidikan dan pelatihan, advokasi hukum dan konsultasi bisnis yang
ditujukan bagi para pelaku usaha; atau

3) peningkatan daya saing dunia usaha nasional; :

4) peningkatan teknologi serta efisiensi produksi dan peningkatan £ i
produktivitas; atau :

5) kajian, pelatihan, pembuatan modul layanan/ pelatihan, akreditasi :
layanan, pemeringkatan yang ditujukan bagi perkuatan sekretariat
dan sumber daya manusia Kadin dan Asosiasi/ Himpunan.

2.3.3. Pembentukan Badan atau Lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1) Berdasarkan usulan dari pelaku usaha dan atau anggota Dewan
Pengurus Kadin Indonesia, yang dituangkan dalam proposal dan
disetujui oleh Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang terkait;
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2) Calon pengurus Badan atau Lembaga adalah anggota Dewan
Pengurus Kadin Indonesia, serta dapat ditambah unsur dari pelaku
usaha AB Kadin, Pemerintah, lembaga/ perseorangan yang secara
profesional memiliki referensi atau keahlian yang dibutuhkan;

2.3.4. Masa jabatan kepengurusan Badan atau Lembaga sesuai dengan masa
jabatan Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang mengangkatnya;

2.3.5. Badan atau Lembaga bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin
Indonesia, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada
akhir masa kepengurusannya;

2.3.6. Dewan Pengurus Kadin Indonesia dapat melakukan penggantian apabila
kepengurusan Badan atau Lembaga dinilai tidak menjalankan fungsi dan
tugasnya dengan baik;

2.3.7. Setiap Badan atau Lembaga wajib menyampaikan rencana kerja tahunan
dan laporan pelaksanaannya kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia
paling sedikit dua kali dalam setahun;

2.3.8. Pengelolaan keuangan Badan atau Lembaga dilakukan berdasarkan
pedoman perbendaharaan/ keuangan Kadin Indonesia;

2.3.9. Segala pungutan atau pembebanan biaya kegiatan Badan atau Lembaga
yang ditujukan kepada pelaku usaha dan atau pihak-pihak eksternal wajib
memperoleh persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia;

2.3.10.Badan atau Lembaga tidak diperbolehkan menyelenggarakan layanan
bisnis seperti pemberian keterangan dan atau penerbitan dokumen-
dokumen bisnis (SKA, surat keterangan asal barang, dan lainnya) yang
dapat digunakan sebagai alat transaksi perdagangan;

2.3.11. Kesekretariatan Badan atau Lembaga diselenggarakan secara terpisah,
tetapi wajib melakukan hubungan kerja/ koordinasi dengan Sekretariat
Kadin Indonesia sesuai pedoman tata hubungan kerja;

2.3.12.Status independensi Badan atau Lembaga dalam pembuatan
keputusannya karena harus memenuhi prinsip imparsialitas dan keadilan
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan tujuan,
sifat dan lingkup fungsi dan tugas yang diamanatkan.

2.4.YAYASAN

24.1. Tujuan: Pedoman pembentukan Yayasan ditujukan agar implementasi
fungsi dan tugas Kadin Indonesia tertentu yang membutuhkan
penanganan tersendiri secara tetap dan terus-menerus dalam jangka
waktu panjang dapat dilaksanakan secara optimal;
2.4.2. Fungsi dan tugas tertentu tersebut dapat berupa kegiatan
1) pengelolaan aset dan kekayaan organisasi termasuk pemupukan dan
penggalangannya guna menunjang  keberlangsungan kegiatan
organisasi Kadin; atau

2) pemberian penghargaan dan atau bea sisiwa yang dilaksanakan
secara tetap dan terus-menerus; atau

3) untuk menciptakan iklim persaingan sehat dan atau memberikan
dorongan tumbuhnya usaha-usaha baru diperlukan kegiatan yang
dilandasi prinsip-prinsip imparsialitas dan keadilan (seperti clearing
house);

2.4.3. Pembentukan Yayasan harus memenuhi pel"syaratan sebagai berikut:





